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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah. 

Indonesia juga banyak memiliki keuntungan dengan kondisi iklimnya, dimana 

banyak jenis flora dan fauna yang dapat hidup di iklim yang dimiliki Indonesia. 

Salah satu iklim yang dimiliki Indonesia yaitu iklim tropis karena Indonesia terletak 

digaris khatulistiwa tepatnya diantara 6°LU - 11°LS dan 9°BT - 141°BT yang 

mendukung kehidupan banyak jenis flora dan fauna untuk hidup berkembang biak, 

dengan cuaca yang tidak ekstrim dan kondisi siang dan malam yang teratur. Seiring 

berkembangnya zaman kekayaan alam termasuk spesies langka dan yang 

dilindungi, mulai terkikis oleh ulah manusia. 

Tanggung jawab berarti menyadari perilaku sendiri dan konsekuensi dari 

tindakan sendiri, baik disengaja maupun tidak. Bertanggung jawab juga berarti 

mengambil tindakan sebagai respons terhadap pengetahuan tentang tanggung jawab 

sendiri. Hans Kelsen berpendapat dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 

bahwa menanggung beban hukuman atas tindakan yang bertentangan satu sama lain 

adalah bentuk pertanggungjawaban hukum atas suatu tindakan.1 

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi kewajiban 

yang harus dijalankan oleh setiap generasi. Tindakan yang merusak kawasan 

 

 

1 Dina Diana Al Djaidi, ‘Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Hukum , Influencer 

, Review Produk , Dan Media’, 2022, hlm 13. 

 

 

1 



2 

 

Perlindungan alam atau melanggar paraturan mengenai perlindunga satwa yang 

dilindungi dapat dikenakan hukuman berat, berupa penjara maupun denda. 

Hukuman berat ini diperlukan karena kerusakan atau kepunahan salah satu elemen 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat menimbulkan kerugian besar bagi 

masyrakat, yang tidak dapat diukur dengan materi, dan pemulihannya ke kondisi 

semula tidak mungkin dilakukan.2 

Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sangat dibutuhkan 

dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk 

menjaga kelestarian terhadap hewan yang dilindungi. 

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian penting dari 

kekayaan alam Baik secara individu maupun bersama-sama, mereka memiliki 

fungsi penting dalam membentuk lingkungan hidup yang tidak dapat digantikan. 

Karena sifatnya yang esensial dan perannya yang vital bagi kehidupan manusia.3 

Kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang aturan- 

aturan apa saja yang menyangkut tentang hewan- hewan yang dilindungi dan tidak 

boleh untuk dipelihara (dilindungi), hewan langka dilarang untuk dibunuh, 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Renaya O; Karisoh, Fernando;Tangkere, Imelda Karen Sasialang, ‘Penyidikan Terhadap 

Satwa Yang Dilindungi Sesuai Dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya’, 

Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum, vol 12, 2023, hlm 2. 
3 Karen Sasialang, ‘Penyidikan Terhadap Satwa Yang Dilindungi Sesuai Dengan 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya’ Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex 

Administratum,Vol 12.5 2023, hlm 2
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dipelihara, ditangkap, atau diperdagangkan, dengan tujuan melindungi 

kelangsungan hidup mereka dari ancaman kepunahan.4 

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang : 

a) Mengambil satwa dilindungi dalam keadaan hidup, menyakiti, membunuh, 

menyimpan, memiliki, merawat, memindahkan, dan menjualnya,; 

b) kepemilikan, perawatan, pengangkutan, dan perdagangan satwa dilindungi 

yang telah mati; 

c) Memindahkan satwa langka dari satu wilayah Indonesia ke wilayah lain, 

bahkan ke negara lain, tidak dapat diterima; 

d) Memperniagakan, memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain dari satwa yang 

dilindungi, serta barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut; 

e) Pengambilan, penghancuran, perusakan, perdagangan, penampungan, atau 

kepemilikan sarang dan telur satwa langka.5 

 

Konservasi turut berperan serta dalam memastikan bahwa sistem ekologi, 

sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati tetap lestari untuk generasi 

mendatang. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan tetap 

 

4 Rudika Zulkumardan and Ainal Hadi, ‘Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang 

Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)’, 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, vol 1. 2017, hlm 44. 
5 Said Abdullah, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan 

Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi’, 

Jurnal Legalitas, vol 8, 2016, hlm 48. 
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menjaga ketersediaannya dan meningkatkan mutu serta nilai keanekaragamannya, 

merupakan tujuan konservasi sumber daya alam hayati, menurut Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Menyediakan sumber daya alam untuk 

generasi sekarang dan mendatang merupakan bagian dari konservasi. 

Berikut ini adalah beberapa cara untuk memikirkan konservasi : 

 

1. Konservasi didefinisikan sebagai praktik pemanfaatan sumber daya alam 

secara luas dan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

2. Konservasi yang kedua adalah alokasi waktu siang hari yang optimal secara 

sosial. 

3. Konservasi meliputi pengelolaan udara, air, tanah, mineral, dan organisme 

hidup, termasuk manusia, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia. 

Manajemen ini mencakup berbagai kegiatan seperti survei, penelitian, 

administrasi, pelestarian, pendidikan, pemanfaatan, dan pelatihan. 

4. Pelestarian sumber daya hayati untuk kepentingan generasi mendatang dikenal 

sebagai konservasi.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Joko Christanto, ‘Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan’, 

Konservasi Sumber Daya ALam, 2020,  hlm 1-29. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah berikut ini 

menjadi dasar penelitian : 

1. Bagaimana Tanggung jawab hukum Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

terhadap Satwa yang dilindungi ? 

2. Bagaimana Bentuk  pengawasan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber 

Daya Alam terhadap Satwa yang dilindungi ? 

 

 

C. Ruang Lingkup 

 

Berkenaan dengan objek yang diteliti dan untuk mempersempit fokus masalah 

yang akan dibahas, penelitian ini akan di fokuskan pada Tanggung jawab hukum 

BKSDA dalam menindak pelanggaran terkait pemeliharaan hewan yang dilindungi 

meliputi penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan, termasuk 

sanksi yang dapat dijatuhkan kepada individu atau entitas yang tidak mematuhi 

peraturan tersebut mencakup denda atau hukuman pidana sesuai dengan tingkat 

pelanggaran yang dilakukan, serta Peran dan fungsi BKSDA dalam mengawasi, 

memantau, dan merawat hewan yang dilindungi, khususnya di wilayah Kota 

Palembang. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Setiap hal yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai tanpa 

terkecuali dalam penelitian ini, adapun dalam tujuan yang ada dalam penelitian 

adalah : 

1. Untuk menganalisis dan memahami dasar-dasar hukum yang mengatur 

kewenangan dan tanggung jawab Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam 

menangani satwa yang dilindungi. 

2. Untuk mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan terkait 

perlindungan satwa liar. 

Adapun manfaat dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

 

1. Secara Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas 

pengetahuan dan wawasan, serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang 

ingin mempelajarinya lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

menyumbangkan pemikiran dari penulis, terutama dalam bidang Konservasi 

Sumber Daya Alam. 

2. Secara Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi 

akademisi, praktisi, dan pihak-pihak terkait dalam upaya Konservasi Sumber 

Daya Alam. 
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E. Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konseptual adalah struktur yang berfungsi untuk menjelaskan 

dan mengatur variable-variabel dalam penelitian. Struktur ini memudahkan 

peneliti dalam memahami interaksi antar variabel. 

Berdasarkan definisi tersebut, oleh karena itu diperlukan penjelasan dan 

pengertian kata, beberapa hal yang harus dijelaskan antara lain : 

1. Tanggung Jawab Hukum 

 

Tanggung jawab, yang dalam Bahasa inggris, disebut dengan 

responsibility, sedangkan dalam Bahasa belanda, disebut dengan 

verantwoordelijkheid dikonsepkan sebagai: “keadaan wajb menanggung 

segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, 

diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia 

memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan 

kesediaan untuk melaksanakan kewajiban”.7 

a. Tanggung Jawab Hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan 

kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan 

hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut: 

b. Membayar ganti rugi; dana atau 

 

c. Menjalankan pidana. 
 

 

 

 

7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), hlm.899. 
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2. Tindak Pidana 

Meskipun istilah "strafbaar feit" diartikan sebagai "perbuatan pidana," 

makna pasti dari istilah ini tidak didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Istilah Latin "delicatum," yang berarti "kejahatan," 

merupakan istilah umum untuk semua tindakan melawan hukum. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia mengartikan kejahatan sebagai tindakan yang 

melanggar hukum pidana dan dapat dikenai sanksi karena alasan tersebut.8 

3. Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah lembaga yang memiliki 

tanggung jawab untuk melestarikan satwa, dan diharapkan dapat mengatasi 

berbagai masalah yang telah disebutkan. Namun, kenyataannya, BKSDA 

belum berfungsi secara optimal. Ini terlihat dari masih banyaknya isu yang 

muncul terkait dengan kelangsungan hidup satwa yang dilindungi.9 

4. Satwa yang dilindungi 

 

Semua mahluk liar, baik hidup maupun mati, dan semua bagian hewan 

tersebut yang dianggap dilindungi menurut undang-undang dan peraturan 

yang berlaku dianggap sebagai hewan yang dilindungi.10 

  

8 Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, cetakan pertama (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 

Utara ,2011,hlm 47). 
9 Angga Arif Hidayat, Nasrullah Nasrullah, and Beni Hidayat, ‘Peran Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta’, Jurnal Locus 

Penelitian Dan Pengabdian, vol 3. 2024, hlm 588-596. 
10 Zulkumardan and Hadi. ‘Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis 

Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)’, Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, vol 1, 2017, hlm 44-53.
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F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

 

Hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

ini. Oleh karena itu, table dibawah ini menyajikan temuan dari penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

Tabel 1. Hasil Penelitian Sebelumnya 

 

No. Nama Peneliti Judul & Tahun Hasil Penelitian 

1. Nito Priantoro, Tami 

Rusli, Indah Satria 

(Jurnal Multilingual) 

Pertanggungjawaban Hukum 

Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Memperniagakan Satwa 

yang Dilindungi11 

Untuk memperjuangkan 

kelestarian jenis satwa 

Yang dilindungi,Pemerintah 

telahmendirikan  Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam (BKSDA) di 

bawah naungan Departemen 

Umum Perlindungan Hutan dan 

Konservasi Alam di bawah 

Kementerian  Kehutanan  dan 

Lingkungan Hidup. 

Salah satu  fungsi  Balai 

Konservasi Sumber Daya Alam 

(BKSDA)adalah 

melaksanakanfungsi 

penyelidikan, perlindungan dan 

penjaminan keamanan 

satwa yangdilindungi baik di luar 

cagar maupun di dalam cagar. 

fungsi ini 

diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam 
Hayati.. 

2. Angga Arif Hidayat, 

Nasrullah 

Peran Balai Konservasi Sumber 

Daya Alam 

BKSDA diharapkan aktif 

melibatkan masyarakat dalam 
upaya pelestarian satwa, 
 

 

11 Nito Priantoro and others, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Memperniagakan Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla), 

Jurnal Multilingual, vol 4, 2024, hlm 13.
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 , Beni Hidayat (Jurnal 
locus : Penelitian & 
Pengabdian. Volume 3 
No. 7 Juli 2024) 

(BKSDA) dalam Perlindungan 

Satwa Dilindungi Di 

Yogyakarta12 

agar masyarakat memahami dan 

menyadari pentingnya 

perlindungan satwa. Pelibatan 

masyarakat 

secara langsung dalam kegiatan 

konservasi, seperti program 

edukasi, pemantauan habitat, atau 

kegiatan pelestarian, 

diharapkan masyarakat akan lebih 

peduli dan berkomitmen terhadap 

pelestarian satwa. Partisipasi 

masyarakat yang aktif sangat 

penting karena perannya dapat 

menjadi 

mitra yang efektif dalam menjaga 

dan melindungi spesies satwa, 

serta membantu memastikan 

bahwa upaya konservasi berjalan 

dengan sukses. Kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya 

pelestarian satwa dapat membantu 

mengurangi risiko kepunahan dan 

kerusakan lingkungan 

 

Penelitian sebelumnya dijadikan sebagai referensi oleh peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. Perbedaannya antara penelitian terdahulu dan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah; 

1. Tanggung Jawab Hukum bagi Pelaku Perdagangan Ilegal Spesies yang 

Dilindungi merupakan studi terdahulu yang membahas topik tanggung 

 

 

12 Hidayat, Nasrullah, and Hidayat. ‘Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) 

dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta’, Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, 

vol 3,2024, hlm 588-596. 
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jawab pidana bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan ilegal spesies yang 

dilindungi. 

2. Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Peran BKSDA Dalam 

Perlindungan Satwa Dilindungi di Yogyakarta” membahas tentang bagaimana 

peran dan kegiatan yang dilakukan oleh BKSDA dalam melakukan 

perlindungan terhadap satwa yang dilindungi. 

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai 

Tanggung jawab hukum BKSDA terhadap pelaku tindak pidana memelihara hewan 

yang dilindungi, serta peran BKSDA dalam menindak pelanggaran terkait 

pemeliharaan hewan yang dilindungi. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah pengetahuan mengenai serangkaian aktivitas, cara, 

prosedur, atau langkah-langkah yang akan diambil oleh peneliti untuk menjawab 

inti permasalahan dalam suatu penelitian. Proses ini harus dilakukan secara 

sistematis dan logis, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

 

a. Jenis dan Sifat Penelitian 

Sejalan dengan pembahasan masalah yang ada, maka penelitian ini termasuk 

dalam jenis penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif merupakan 

jenis penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data 

sekunder. Oleh karena itu, untuk mendapatkan berbagai informasi yang 

berkaitan dengan penelitian berjudul 
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"Tanggung Jawab Hukum Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Memelihara Satwa Yang Dilindungi Secara Ilegal," tujuan dari 

penelitian ini adalah memahami aspek hukum melalui kajian data yang diperoleh 

serta peraturan perundang-undangan yang relevan 

 

b. Sumber Data 

Terkait hal tersebut, Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data 

sekunder yang terdiri dari dua yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan penelitian diluar Undang-undang, seperti 

Diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, sumber online seperti 

situs web, jurnal, dan media massa yang relevan dengan objek penelitian. 

 

c. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

 

a. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu melakukan pengkajian 

terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-

undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, 

karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier 

(kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus Hukum, ensiklopedia, 

data statistik) yang relevan dengan permasalhan ini. 
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b. Study Dokumen (documentary study) 

 Study dokumen merupakan cara mengumpulkan data sekunder yang terkait 

dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, 

jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan 

perundang-undangan 

d. Analisis Data   

 Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara tekstual, kemudian 

diorganisasi dan disusun kembali dalam bentuk analisis kualitatif untuk 

memberikan pemahaman yang mendalam, sehingga pada akhirnya dapat 

dirumuskan kesimpulan yang relevan dengan penelitian. 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab, yaitu : 

BAB I Pendahuluan 

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan 

mafaat penelitian, kerangka konseptual, review studi 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

 

Pada bab ini membahas tentang Tanggung jawab hukum Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam terhadap pemeliharaan hewan yang dilindungi di Kota 

Palembang. 

BAB III Pembahasan 

 

Pada bab ini membahas mengenai mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap pemeliharaan hewan yang 

dilindungi di Kota Palembang. 

BAB IV PENUTUP 

 

Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi, yang mana 

berisi kesimpulan dan saran. 
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